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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 2._6 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kola 
Palembang Nomor 9 Tahun 2QQ8 tentang Pemaentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Oaerah Kola Palembang sejalan 
dengan kelenluan Pasal 3 Pe~aturan Daerah Kata Palembang 
Nomor 6 Tahun 2Q08 tentang Urusan F!em~r1ntahan Kota 
Palembang. dibidang kebudayaan dan kepariwisataan, maka untuk 
mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Oinas Kebudayaan dan 
Pariwisata pada tingkiJlt operasiom:1I serta dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Din~!> (UPTD) Kebudayaan dan Pariwisala; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
pertu menetapkan Peratu~n Walikota Paleml;>ang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebudayaan 
dan Pariwisata. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Le.mbaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahlm 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepeg:awaian (lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor ~041) seb;:igaim;ma telah· 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (LembaFan 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomo.r 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3427); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3470); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nc:,mor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

6. Un,dang-Uhdang Nomor 32 Tahµn 2004 t!?ntang Pemerinlahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diµbah kl:!(lua 
kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1entang 
Pemerintahan Daerati (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor48.44): 
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7 . Undang-UnG1,;1ng Nomor 33 I ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI N6m9~ 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 
1996 Nomor 101 , Tarnbahan l embaran Negara Nomor 3659); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian 
Urusan Pemerlnlahan Antara Pen;ierinlah, Pemefinlahan Daerah 
Provinsi dan P.emerinlah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarao Negara Nomor 
4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemeririlahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); · 

12. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 lenlang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 9 
Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTD) 
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

2 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1, Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Peme·rintah Kota adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Wafikota adalah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sekreta.rial Daer.ah adalah Sekretariat Daerah Ko~ Palembang. 
6 . Sekretaris Daer.ah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
7 . Dinas Ke_budayaan dan Pariwisata adalah Dirias Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Palembang. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dines Kebudayaan dan Pariwisata 

Kola Palembang. 
9. Sekretaris adalah Sekreta.ris pada Oines Kebudayaan dan 

Pariwissita Kota Palembang. 
10. Kepala Bidang adalah S.eluruh Kepala Bidang pada Kebudayaan 

dan Pariwisata Kola Palembang. 
11 . Kecamatarradalah wilayah kerja C.amat sebagai Perangkat Daerah 

Kota Palembang, yang dlpimpin oleh Carnal. 
12. Unit Pelaksana Tekriis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang_ 

selanjutnya disingkat UPTD Kebudayaan dan Pariwisara adalah 
Unit P.elaksana Teknis Dinas Kebuda.yaan dan Pariwisata yang 
ri1erupakan un·sur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata. 

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
yang selanjuthya dislngkat Kepala UPTD adalah Kepafa UPTD 
Kebudayaan dan Pariwisata. 
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14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah K13pala Sub Bagian pada 
~luruh UPTD Kebudayaan dan Pariwisata. 

15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknls Opera$i<;>nal 
pada seluruh UPTD Kebudayaan dan Pariwisata. 

16. Kepariwisataan adalah suatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pariwisata. 

17. Pariwisata adalah segala suatu yang berhubungan dengan wisata 
termasuk pengusaha objek wisata dan oaya tarik wisata serta 
usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan 
pariwisala. · 

18. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata 
hidllp, seni budaya bangsa dan tempat atau keadaan alam yang 
mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisalawan. 

19. Kawasan Wisata adalah suatu tempat atau area yang telah 
ditelapkan untuk dijadlkan dan diRelola sebagai lempat wisata. 

20. Kawasan Wisata adalah setiap usaha· komersial yang ruang 
llngkup kegiatannya menyediakaan sarana dan prasarana untuk 
mengembangkan pariwisata. 

21 . Sarana Wisata adalah suatu fasilitas pendukung kegialan wisata, 
22. Kelompok Jabatan Fungslonal adalah Kalompok Pegawai Negeri 

Slpll yang diberi t_ugas, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang 
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengai:, Peraturan lni, d_ibenruk Unit Pelaksana Teknls Dinas 
Kebudayaan dan· Pariwisata. 

(2) UPTD Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana dimaksud pad. 
ayat (1 ), terdiri dari : 
a. UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. 
b. UPTD Pengelolaan Sarana dan Obj~_k Wisata. 

BAB Ill 
UPTD MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDOIN II 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 3, 

(1) UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin 
seorang Kepala UPTD yang berada 
bertanggungjawab kepada l(epala Dinas. 

II dipimpin, oleh 
dlbawah dan 

(2) Dalam kedudukan·nY.a. tersebut, Kepala UPTD secara administrasi 
dlbina oleh Sekretaris dan secara teknls operasional dibina oleh 
Kepala Bidang. 

Paeal4 

UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, mempunyai tugas 
melaksanakan seb.agian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata sesuai dengan kewenangan• berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal5 

Untuk melaksanakan 1ugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
UPTO Museum Sultan Mahmud Badaruddin II mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program penlngkatan dan 

pengembangan k~gialan bidang kebudayaan dan pariwisata. 
b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kebudayaan dan 

pa riWisata. 
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang 

kebudayaan dan pariwisata. 
d. Pengkoordinasian dengan instansl lel'l(ail dan unit kerja lainnya. 
e. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dines 

melalui Sekretaris dan alau Kepala Bidang yang terkait. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPTO Museum Sultan Mahmud Badaruddln II 
terdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas T eknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasl UPTD Museum Sultan Mahmud 
Badaruddin 11, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 

Paragraf Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal7 

Kepala UPTO mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Oinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, melipuU kegiatan edukatif kultural dan bimbingan 
penunjung, pengelolaan dan penambahan koleksl museum, perawatan 
dan konservasi koleksi, penataan ruang pameran dan koleksi museum 
serta melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

Pasal8 

lJntuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7, 
Kepala UPTO mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. 
b. Pembinaan keglatan edukalif kullural meliputj bimbingan 

pengujung, publikasl museum. 
c. Pengelolaan koleksi meliputi pengumpulan dan penambahan 

koleksi, pelestarian, registrasi. inventarisasi, penelitian. 
pendokumentasian dan penulisan tenlang koleksi museum sebagai 
warisan sejarah alam dan budaya. 

d. Perawatan dan konservasl koleksi mellputl pengamatan flslk 
koleksi, pengamatan suhu dan kelembaban ruang pameran 
museum, tindakan preventif dan kuratif terhadap kerusakan koleksi. 

e. Penataan museum meliputi ruang pameran, koleksi dan pameran 
diluar museum serta pengamanan koleksi. 

f. Pemungutan retn1'usi pengunjung museum. 
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g. Penyusunan statistlk dan pelaporan kegiatan pel;3yanan Museum 
Sultan Mahmud Badaruddln II. 

h. Pe.laksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait 
lainnya. 

i. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD. 
j . Pelaksanaan ~ugas-tugas dlnas yang diberikan oleb Kepala Oinas. 

Paragraf Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal !) 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebag.almana dJmaksu9 dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
umum, kepegawalan dan keuangan. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Passi 9, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai furigsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelengg;;iraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan uru~n ru11.1ah tangga dan perlengkapan. 
e. Penyelengga.raan urusan administrasi kepegawalan. 
f. Perencanaan dan penga]uan kebutuhan kareis retribusi jasa 

museum. 
g. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberlkan Kepala UPTD. 

Paragraf Ketiga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal11 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam P.asal 6 
ayat (1) hunrf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan 
pelayanan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. 

Pasal 12 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
mempunyai fungsl : 
a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan Museum 

Sultan Mahmud Badarudd.in II. 
b. Pelaksanaan keglatan edukatif kultural dan bimbingan pengunj,ung 

museum. 
o. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pendokumentasian kOIJ:1ksi 

museum. 
d . Pelaksanaan kegiatan perawatan dan konservasl koleksi museum. 
e. Pelaksanaan kegiatan preparasi dan penataan pameran museum. 
f. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penaglhan retribusi jasa 

museum. 
g. Penyetoran hasil pemungutan retribusi jasa museum kepada 

pemegang kas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 
waktu 1 x 24 jam. 

h. Pelak!lanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam 
pemungutan/penagihan retribusi jasa museum. 

I. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Museum Sultan 
Mahmud Badaru.ddin IL 



j. Pelaksanaan kerjasarna dan berl<oordlnasi dengan pihak terkait. 
k. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 
I. Pelaksanaan lugas-tugas lain yang diberlkan oleh Kepala UPTD. 

BABIV 
UPTD PENGELOLAAN SARANA DAN OBJEK WISATA 

Baglan Pertama 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal13 

( t ) UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek Wisata dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam kedudukannya tersebut, Kepala UPTD secara administrasi 
dibina oleh Sekretaris dan seoara teknis operasional dibina oleh 
Kepalc:1 Bldang. 

Pasal 14 

UPTD Pengeloh;1an Sarana dan Objek Wisala, rnernpunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata sesuai dengan kewenangan berdasarl<an peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

Untuk melak~anakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 
UPTD Pengelolaan Sarana 9an Objek Wisa1a mempunyal rungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program peningkatan dan 

pengembangan kegiatan bldang kebudayaan dan pariwisata pada 
kawasan sarana dan objek wisata. · 
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b. Penyetenggaraan kegiatan leknis operasional kebudayaan dao 
pariwisata pada kawasan sarana dan objek wis·ata. 

c. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan sarana dan obje)< 
wisata yang meliputl pelayanan, pemeliharaan, pengatman. 
pengendalian dan pengawasan terhadap pertggunaan dan 
pemanfaatan kawasan sarana dan .objek wlsata. 

d. Fasililasi penyelenggaraan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam 
rangka peningkatan .. dan pengembangan· kawasan sarana dan 
objek wisata. 

e. Penyusunan statislik dan pelaporan kegiatan kawasan sarana dan 
objek wisata. . 

f. Penyelenggaraan sosialisasi dan existensi kawasan sarana dan 
objek wisata. 

g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang 
keb.i.Jdayaan dan pariwisata yang diselenggarakan di kawasan 
sarana dan objek wisata. 

h. Pengkoordlnasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya. 
I. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait. 
j. Pelaksanaan tugas lain •yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungslnya·. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organlaaal 

Pasal16 

(1) Susunan Organisasl UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek 
Wisala, terdlrl dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Baglan Tata Usaha . 
. c. Petugas Teknls Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek 
Wisata, sebagaimana tercanfum dalam Lampiran II. 

(3) Ruang Lingkup Keglatan UPTD Pengelolaan Sarana dan Objek 
Wisata, meliputi : 
a. Kawasan BKB. 
b. Rumah Rakit. 
c. Dermaga BKB dan Bus Air. 
d. Wisata Kuliner Bawah Jembalan Ampera. 
e. Kawasan Seberang Ulu (Kampung Kapiten, Klenteng Dewi 

Kwan In, Danau OPI, Masjid Ki Merogan dan Bagus Kuning). 
f. Kapa! Putri Kembang Dadar. 
g. Monumen Pe1uangan Rakyat (MONPERA). 

(4) Untuk menunjang kegiatan pada pengelolaan kawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan ke~asama 
dengan Pihak Ketiga. 

Paragraf Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal17 

Kepala UPTD mempunyai lugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Kebudayaan dan 
Pari'-11isata, khususnya mengelola, mengatur, memelihara, memberikan 
pelayanan, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pemungutan 
retribusi terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan sarana·dan 
objek wisata sesual dengan kewenangannya berdasarkan ketenluan 
pefaturan perundang-undangan yang berlakl!, 

Pasal18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Kepata UPTD mempunyai fungsi : 
a.· Pei;iy1.1sunan rencana dan program kerja di bidang kebudayaan dan 

pariwisaia pada kawasan s:arana dan ob,lek wisata. 
b. Pengelotaan terhadap penggunaan dan pemanfaatarr kawasan 

sarana dan objek wisata. 
c. Pengaturan }adwal pengoperasian dan pemakaian kawasan sarana 

dan objek wisata. 
d. Perneliharaan keberslhan, kerapihan, keindah_an dan kenyamanan 

dan pemanfaatan kawasan sarana •d,m objek wisata serta fasilitas 
pelengkap. 

e. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakal 
yang menggunakan kawasan sarana dan objek wisafa. 

f. Pelaksai;iaan pemungutan retribusi pelayanan dan pemanfaatan 
kawasan sarans dan objek wiSc!ta. 

g. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ter.hadap 
kegiatan operasional kawasan sarana dan objek wisata. 

h. Penyusunan statistik dan pelaporan kegiatan· kawasan sarana dan 
objek wisata. 



i. Pelal<sanaan koordinasi dimgan unit kerja dan instansi terkait 
lainnya. 

j . Penyiapan da,n penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD. 
k. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

P11ragraf Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal19 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat {1) huruf b, mempunyai fugas melaksanakan urus.an 
administrasl t:1mum, kepegawaian dan keuangan. 

Pasal20 

Untuk melaksanakan l.ugas sebagaim~ma dimak~ud dalam Pasal 19, 
Kepala Sub Baglan Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

~egiatan yarig telah ditEitap)<an sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. · 
c. Pengelolaan adminlstrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan pertengkapan. 
e. Penyelenggaraan urusan administrasi ke~gawaiafl. 
f. Perenoanaan dan pengajuan kebutuhan karcis retrib.usi kawasan 

satana dan objek wisata. 
g. Perencanaan dan pengajuari -anggaran rutin dan operasional. 
h. Pembuata.n laporan kegiatan pelaksanaan tugas: 
i. Pelaksanaan tuga_s-tugas lain yang dlberikan Kepala UPTD. 

Paragraf Ketiga 
Petugas Teknis Operasional 

Pasal21 
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Petugas Teknis Operasional sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf ~. mempunyaj tugas r:nelaksanakan pengelolaan, 
pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan operasional kawasan sarans dan objek wisata serta 
melakukan punggutan retribusi. 

Pasal22 

Petugas Teknls Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , 
mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data ke_giatan 

pengelolaan kawasan satana dari objek wisata. 
b. Penyusunan dan pengaturan jadwal operaslonal kawasan sarana 

dan objek wisata. 
c. Pemeliharaan keb.ersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan 

kawasan sarana dan objek wisaia. 
d. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengunaan dan 

pemanfaatan kawasan sarana dan objek wisata. 
e. Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi fasllilas 

dan pehgelolaan kawasan sarana dan objekwisata. 
f. Penyetoran hasil pemungutan retribusi kawasan sarana dan objek 

wi~ata kepada pemegang kas pada Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata dalam waktu 1 x 24 jam. 

g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-perma.salahan dalam 
pemurigutan/penaglhan retribusi kawasan sarana dan objek wisata. 



h. Pelaksan·aan monitoring dan evaluasl kegiatan Pengelolaan 
Kawasan Benteng Kuto Besak (8KB). 

i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan plhak terkait. 
j . Penyampalan laporan pelaksanaan tugas. · 
k. Pelsiksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa123 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Kawasan dan 
Sarana Wisata sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. 

(2) K~lompok Jabatan Fungslonal terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang. jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan lugasnya, UPTD Kebudayaan dan Pariwisata 
men~rapkan prinsip ke_ordinasi, in\egrasi dan sinkronisasi baik 
dilingkungan sat.uan kerjanya maupun dengan lnstansl lainnya sesuai 
dengan bldang tu!)asnya. 

PasaJ 25 

kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada 
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ya119 berlaku. 

Pasal26 

9 

(1) Kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisala wajib memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya serta memberik-an birnbingan 
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apablla 
terjadi penylmpangan dapal mengambil tindakan yang diperlukan 
dan melaporkan pehyimpangan -tersebut kepada Kepala Dinas 
sesuai dengan l<etentuan peraturan perundang-undangan yang 
berfaku. 

(2) KepaJa Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok 
Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

BAB VI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 27 

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional 
clan· Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Kebudayaan dan 
Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Wallkota berdasarkan usul 
Kepata Dinas. 
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BAB Vil 
PENUTUP 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Peraturan ini. maka : 

1. Kepulusan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Pembentllkan Unit Pelaksana Teknik Oinas (UPTD) Museum 
Sultan Mahmud Badaruddin II; 

2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dina~ (UPTD) Pengelolaan 
Kawasan dan Sarans Wlsata. 

dicabut dan dinyatakan tidak bertaku. 

Pasal 29 

Peraturan lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang me.ngelahuinya, mer:nerintahkan pengundangan 
Pera1uran ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata 
Palembang 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 11.f Wlei 2009 

W IK A PALEMBANG, 

H. EDDY SAN ANA PUTRA 

Dr&. H. Marwan-tlu .111, n. M, SI 
llRIT-' 0-'El!AH !(OTA l'AUM9ANG 

T -'HUil 200~ NQMO$ 2-6 



BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! UIIIIT PELAKSANA TEKf'IIS DINAS LAMPIRAN l PERAT.URAN WAUKOTA PALEMBANG 
(UPTD) MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUPDIN ll. NOMOR : 2', TAHUN 2009 

-- TANGGAL : l'i <'-\~l 2009 

KELOMPOK JABATAN RJNGSIONAL 
I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I 

01unru,ng~1n di P•'• Mbano 
P4d• I MQQal I 1./ -c;- 2~ 

~ I\RtT ARIS DAIIIAH 

fO" t p•;;;-e;::- v-
Ora. H. M.11\111..-tlas....,, M, 91 

_.n,TA OAIIIAH f(OTJ. ,,tr/Jt,AMCI 
T Attt.lH 2<16!:) HOMO/! ·U 

TENTANG : PEMBENTUKAN UN!T'PELAKSANA""TEKNISblNAS ____ _ 
(UPTD) KEBUDAYAAN DAN PARlWISATA. 

KEPALA UPTD 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PETUGAS TEKNIS 
OPERASIONAL 

H. EDDY SANT ANA PUTRA 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASl UNIT PEI.AKSANA TEKNlS DINAS 
{UPTD) PENGELOLAAN SARANA DAN OBJEK WISATA 

LAMPIRAN JI PERA11JRAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR : Z.C,, . TAHUN 2009 
TANGGAL: ll{ Mt! 2009 

-------------------------..,TE~ Nt~A;:;r:J~G.:..: .;P~EMBE~TOKA~~UNf11>ECAKS'"ANA11: KNlS"'OWA5 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
I I I I l I 7 -1 -1 -1 I I I I I 

I I I I I I -I -, I I I I I I I . . 

nlu'ldar,Qkao di Polembii\b 
oado 10"0911 IL{ -s- 2~ 

seKnETA!l!S DAl!llAM 
ICOTA f, 

,0, .. 11.i:..""'"" Hum,n, M, Ill 

'-

lf:IIITA DAfll~K KOTA 1'/\LfM!IAH~ 
TAIMi200S K0MOII 2.6 

(UPTD) KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. 

KEPALA UPTD 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PETIJGAS TEKNIS 
OPERASIONAL 

PUTRA 


